[ SALINAN }

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

bahwa dalam rangka menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah sesuai dengan standar Akuntansi
Pemerintahan telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang nomor 18
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang;

bahwa dalam rangka perhitungan penyusutan aset tetap dan
aset tak berwujud perlu mengatur mengenai masa manfaat
aset tetap dan aset tak berwujud sehingga beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51635, );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Magelang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penyusutan Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 48);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Amortisasi Aset Tak Berwujud (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Magelang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan mengenai perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap
sebagaimana diatur dalam Huruf C PENGUKURAN ASET TETAP BAB XI
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP dihapus dan selanjutnya ketentuan
mengenai perkiraan masa manfaat aset tetap berpedoman pada Peraturan
Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap.

Dalam huruf D PENGUKURAN BAB XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
LAINNYA, ditambahkan kalimat “Masa manfaat aset tak berwujud berpedoman
pada Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tak
Berwujud”.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,
ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd
AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 82
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KEPALA BAGIAN HUKUM,
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